
		

BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.[footnoteRef:2]  Dibagian menimbang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. [footnoteRef:3] [2:  Husein Alatas, Penanggulangan Korban Narkotika. FKUI.Jakarta, 2013, h.5.]  [3:  F. Asya, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2019, h.29.] 

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.[footnoteRef:4] [4:  A.W. Wijaya, Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung, 2015, h.17.] 

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain, karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. [footnoteRef:5] [5:  D. Soedjono, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 2017, h.22.] 

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika.Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya penyalahgunaan narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia.Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.[footnoteRef:6] [6: Ibid, h.23.] 

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara.[footnoteRef:7] [7: Firmanzah dkk.Mengatasi Narkotika Dengan Welas  Asih, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h.61.] 

Pelaku penyalahgunaannya narkotika dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dan juga dilakukan oleh oknum polisi.Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparatur negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.[footnoteRef:8] Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara spektrum posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat. [8:  Awaloedin Djamin, Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia.  Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2007, h. 14.] 

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.[footnoteRef:9] [9:  Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, Community Policing:  Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis. Sofmedia, Jakarta, 2011, h. 2.  ] 

Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak.Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada.Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya.Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.
Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya “political will” dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI.Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.[footnoteRef:10] [10: Budi Rianto, Polri dan Aplikasi E-Government,  Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012, h.31.] 

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (abuse of power), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melangggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. 
Penyalahgunaannya narkotika yang merupakan perbuatan tercela seharusnya memang tidak dilakukan oleh anggota Polri, karena jika terjadi penyalahgunaannya narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Polri akan berakibat terhadap menurunnya citra Polri di mata warga masyarakat. Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana.
Adanya anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika sama saja tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.
Penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin. 
Oknum polisi yang melakukan penyalahgunaannya narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan penyalahgunaannya narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.
Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terancam diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Apabila anggota polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian itu sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesidimana mengatur sanksi administrasi terhadap anggota Polisi yang melakukan tindak pidana.
Anggota Polri, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam penegakan supremasi hukum ternyata menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum. 
Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijerat 2 sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Displin (P3D) untuk komisi sidang displin atau profesi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Implementasi Sanksi Pidana dan Etik Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”.

1. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. [bookmark: _Hlk200463179][bookmark: _Hlk175149128]Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaannya narkotika oleh anggota polri?
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika ?
1. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika?

1. Tujuan Penelitian 
		Adapun tujuan penelitian penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :.
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaannya narkotika oleh anggota polri.
1. Untuk mengetahui dan menganalisispenegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika.
1. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika.

1. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika.
1. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika.
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